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PENETAPAN
Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Blp

h\é}\&uﬂf}b\@_ﬁ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten
Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Jl. Oxxxxa, Kota Palopo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Belopa dengan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.BIp, tanggal 14 Juni 2024,
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong, Kabupaten
Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0046/001/V/2018, tertanggal 02 Mei 2018;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua
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Penggugat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 tahun 7
bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Axxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal
lahir Larompong, 19 Mei 2018, usia 6 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
® Tergugat ringan tangan di mana suka mencakar dan memukul
Penggugat;
® Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
® Tergugat suka bermain judi online;
® Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sering berhutang
kepada orang lain;
® Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat
anjing;
® Tergugat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dengan
tidak mau mendengar pendapat Penggugat dalam setiap
permasalahan;
5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, kemudian Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat
tinggal kurang 8 bulan lamanya;
6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan
Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha
bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak
berhasil;
7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak
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madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak
tercapai;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam) yang berlaku;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Belopa cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta berdasarkan relaas
Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Blp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak
dikenal di alamat JI. Opu Tohalide, RT 001 RW 005, Kelurahan Purangi,
Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat;
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Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari
Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, berdasarkan relaas Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Blp, yang
dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat JI. Opu Tohalide, RT
001 RW 005, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat terlebih

dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,

maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan
Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
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Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Wildana Arsyad, S.H.l., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.l. dan Mujibburrahman Salim, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Dede Ramdani, S.H.l. Dr. Wildana Arsyad, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota
ttd

Mujibburrahman Salim, S.H.,

M.H.
Panitera Pengganti

ttd
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Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP "Rp 60.000,00
Biaya Proses :Rp 100.000,00
Panggilan :Rp 440.000,00
Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 610.000,00
(Enam ratus sepuluh ribu rupiah).
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